BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG :

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: ' BUPATI BOGOR,

t
++  Menimbang . a. bahwa desa sebagai sualu kesaluan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
memilki kewenangan mengalur dan mengurus
kepenlingan masyarakalnya sendd, dalam

meleksanakan fugasnya memerukan dukungan
dana yang memadai;

b. bahwa uniuk adanya dukungan dana sebagaimana
dmaksud dalam huruf a, pedu mengalur sumber
pendapatan desa dengan peraluran daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tenlang
Pemernlahan  Daerah  Kabupalen  dalam
Lingkungan Jawa Baral {Berita Negara Tahun 1950
Nomor 8);
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. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tenfang

Pesimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun

1999 {entang Pelunjuk Pelaksanaan ~dan
Penyusuaian Peristiahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan desa dan kelurahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 {tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan:

1.

Pemeriniah Pusal yang selanjulnya dsebut
pemenniah adaleh perangkal Negara Kesatuan
Repubkk Indonesia yang terdri dani presiden
beseria para menter;

. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi

Jawa Baral;

Pemerinizh Kabupalen adalsh Pemerintzh
Kabupaten Bogor;

Bupali adalah Bupati Bogor;

Desa atau yang dsebul dengan nama lain
adalah desa-desa yang berada d Kabupaten
Bogor;

Pemeriniah desa adalah kepala desa atau yang
dsebul dengan nama lain dan perangkat desa;

. Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut

dengan nama lain yang selanjulnya dsebut BPD
adalah badan perwakiian yang terdn atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada d desa
yang berfungsi mengayomi adal isliadat,
membual peraluran desa, menampung dan
menyalurkan  aspirasi masyarakal, serta
melakukan pengawasan {erhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
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8. Peraluran desa adalah peraluran yang

10.

dietapkan oleh kepala desa selelah mendapal
persefujuan badan perwakilan desa;

Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan
sumber penghasian bagi desa yang
bersangkutan;

Perimbangan keuangan antara Pemernintah
Pusat dan Daersh adalah sualu sislem
pembiayaan pemeriniahan dalam kerangka
negara kesaluan, yang mencakup pembagian
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
serla pemeralaan  antar-Daerah  secara
proporsional, demokratis, adl, dan transparan
dengan memperhalkan polensi, kondsi, dan

" kebuluhan Daerah, sejalan dengan kewajban

dan pembagian kewenangan serla lala cara

penyelenggaraan  kewenangan  lersebul,
termasuk  pengeldaan dan  pengawasan

- keuangannya;

1.

12.

Pengurusan dan  Pengeldaan  Sumber
Pendapalan Desa yang selanjuinya dsebut
pengurusan dan pengelolaan adalah pengaturan
dan perencanaan penggunaan penghasilan dari
sumber pendapatan dan kekayaan desa yang
dlakukan pemerintah desa untuk
menyelenggarakan pemeriniahan dan
pembangunan desa dengan bak;

Pengawasan Sumber Pendapalan Desa yang
selanjuinya dsebut pengawasan adalah
pengawasan yang diakukan oeh BPD dan

bupali atau pejabat lain yang diunjuk dehnya
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{erhadap pengurusan dan pengelolaan sumber-
sumber pendapatan dalam rangka
penyelenggaraaan Pemerniniahan Desa dengan
baik.

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dan
suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran
dan inisialif sendn mengadakan khiiar kearah
pemenuhan kebuluhan jangka pendek maupun
jangka panjang yang drasakan dalam kelompok
masyarakat ifu.

14. Parlisipasi adalah kemampuan dan sualu
kelompok masyarakal dengan kesadaran dan
inisialif sendri unluk kul serla bekerja sama
tanpa adanya unsur paksaan.

15. Golong royong adalah bentuk kerjasama yang
spontan dan sudsh melembaga serla
mengandung unswr-unsur limbal balk yang
bersifat sukarela anlara warga desa dengan
Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan
yang insidentl maupun berkesinambungan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bersama.

~ BABH
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

{1) Sumber pendapatan desa terdri dari :
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a. pendapaian asl desa;
b. bantuan dan Pemerintah Kabupalen;
c. banfuan dari Pemeriniah dan Pemerinteh
Propinsi;
d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
e. pinjaman desa.
(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dmaksud
dalam ayat (1) hurufa  terdii dari:
a. hasil usaha desa;
b. hasi kekayaan desa;
¢. hasi swadaya dan partisipasi;
d. hasi gotong royong;
e. lainain pendapatan asl desa yang sah.
{3) Pendapalan yang berasal dari Pemerinlah
Kabupaten,méliputi:

a. bagian dani perdehan pajak daerah dan
retnbusi daerah dan

b. bagian dari dana perimbangan keuangan
Pemerintah dan ODaerah yang dierima

deh Pemerintah Kabupaten, yang berasal
dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

{4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak
keliga yang tidak mengikat.

) Pendapalan yang berasal dari pinjaman desa,
meliputi

a.Bank .......
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a. Bank Pemerintah unit desa;
b. Bank swasla unit desz;

c. Pinjaman lain dari badan usaha dbidang
moneter.

Pasal 3

Kekayaan desa meliputi :

a. ltanahkas desa;

b. pasar dess;

¢. bangunan milik desa;

d. objek rekreasi yang diurus oleh desa;

e. pemandan umum dan objek wisala yang
durus odleh desa;

f. jalan desa;
g. pemakaman umum yang durus oeh desa;
h. hulan desa;

i. pelelangan ikan yang dkelola oleh desa;

j. lainain kekayaan milk desa.



BAB il
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Sumber pendapalan dan kekayaan desa durus
deh Pemennich Desa dan dmanfaatkan
sepenuhnya unfuk kepentingan masyarakat baik
penyelenggaraan pemerintahan desa maupun
pembangunan desa.

Pasal 5

Tala cara pemungulan dan besamya pendapatan
yang dperdeh dai sumber-sumber pendapatan
desa sebagaimana dmaksud dalam pasal 2 ayat
(1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 6

Perencanaan pengunaan pendapalan dari sumber-
sumber pendapatan desa sebagaimana dmaksud

dalam pasal 2 dlelapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal7 .......
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Pasal 7

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan
dan kekayaan desa dilakukan deh BPD, aparat
pengawas fungsional, dan atau perangkat daerah
berdasarkan peraluran perundang-undangan yang
beraku.

Pasal 8

Tanah kas desa dlarang dalihkan haknya kepada
phak lain kecuali dperiukan untuk kepentingan

proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan
dengan peraturan desa, dserlai kewajban uniuk

memberkan ganti rugi yang sekurang-kurangnya
sebandng.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

(1) Pemerintah Desa dlarang melakukan punguian
lambahan terhadap sumber pendapalan yang
berada d desa bak pajak maupun relribusi
yang sudsh dpungul deh Pemerintah,
Pemerintah  Propinsi, atau Pemerintah
Kabupaten.

2)Besamya .......
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(2) Besamya pendapatan desa yang berasal dani
bagian perdehan pajak daerah dan relribusi
daerah, dielapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 10

Pinjaman desa, usaha desa dengan cara
membeniuk badan usaha milk desa, sumbangan

dan pihak kefign dan kerjasama dengan pihak
keliga, dilaksanakan berdasarkan peraluran

perundang-undangan yang beriaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan bedakunya peraluran daerah ini, maka
semua kelenluan yang mengalur sumber
pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan
pengawasannya dan ketentuan-kelenluan lain yang
berlenfangan dengan peraluran daerah ini
dinyatakan tidak beraku.

Pasal 12
Hathal lain yang belum oukup dalur dalam
peraluran daerah ini  sepanjang mengenai
pelaksanaannya dtetapkan {ebih lanjut dleh bupati.

Pasal 13 .......
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Pasal 13

Peraluran daerah ini mulai berdaku pada ianggal
dundangkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDL

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

1td
DUDDY SUJUDL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 18
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Salinan sesuai dengan aslinya

/
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM,

PEMBINA
NIP. 010.081.222.




